ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam terutama
di bidang pertambangan, tetapi pemanfaatannya masih belum maksimal.
Pada kasus pembatalan izin lingkungan PT. Semen Indonesia (Persero)
Tbk berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 99PK/TUN/2016
yang membatalkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
660.1/17 tahun 2012 tertanggal 7 Juni 2012 tentang lzin Lingkungan
Kegiatan Penambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, di
Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Adapun permasalahan dalam
skripsi ini adalah: (1) Apa yang melatar belakangi perubahan nama PT.
Semen Gresik (Persero) Tbk menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Thk
dan tahapan apa saja yang perlu di lalui? (2) Bagaimana dampak
perubahan nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk menjadi PT. Semen
Indonesia (Persero) Thk tersebut terhadap status izin lingkungan? Dalam
penulisan skripsi ini penulis melakukan metode penelitian normatif yaitu
kegiatan ilmiah yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma.
Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan izin lingkungan PT. Semen
Indonesia (Persero) telah menyebabkan kemunduran dalam bidang
investasi dan adanya ketidakpastian hukum di bidang investasi. Bahwa
mekanisme perubahan nama perseroran PT. Semen Gresik (Persero) Thk
menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Thk sudah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara juncto
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Dalam pembatalan izin lingkungan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk ini
memberikan efek domino terhadap iklim investasi yaitu dapat menurunkan
tingkat kepercayaan investor kepada pemerintah khususnya di bidang
perlindungan hukum investasi. Pembatalan izin lingkungan tersebut juga
tidak sesuai dengan visi misi pemerintah yang tercantum dalam program
nawacita yang bertujuan untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan
menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam
bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pemerataan
pembangunan merupakan salah satu tujuan pemerintah saat ini, dimana
dalam mewujudkan pemerataan pembangunan tersebut pemerintah
membuat iklim investasi di Indonesia yang kondusif dan kepastian hukum
dalam investasi merupakan hal diutamakan, hal ini bertujuan untuk
menarik minat investor agar mau berinvestasi di Indonesia. Sehingga
disarankan pemerintah memberikan kepastian hukum di bidang investasi.
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